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ABSTRAK
M TAUFIQ HIDAYAT (B11113609), Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana
Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan Oleh Anak ( Studi Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 176/PID.SUS-Anak/2016/PN.Mks)
dengan dosen pembimbing I bapak Syamsuddin Muchtar dan ibu Haeranah.selaku
pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap
tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang di lakukan oleh anak dalam
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 176/pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks) dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana
terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang
dilakukan Oleh Anak dalam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar
No. 176/PID.SUS-Anak/2016/PN.Mks).
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan melakuan
wawancara langsung dengan hakim yang memutuskan perkara Pencurian Dengan
Kekerasan Yang dilakukan Oleh Anak tersebut serta mengambil salinan putusan
yang terkait dengan pemecahan masalah Tindak Pidana Pencurian Dengan
Kekerasan yang dilakukan Oleh Anak.
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :  adalah (1) Penerapan
sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang
dilakukan Oleh Anak dalam (Studi Kasus Putsan Pengadilan Negeri Makassar No.
176/PID.SUS-Anak/2016/PN.Mks). yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2)ke-2
KUHPidana. Selain itu, penerapan sanksi pidana yang di jatuhkan dalam Tindak
Pidana Pencurian dengan Kekerasan . (2) Pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan sanksi  pidana terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana
Pencurian Dengan Kekerasan dalam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Makassar No. 176/PID.SUS-Anak/2016/PN.Mks). berdasarkan alat-alat bukti yakni
keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan
oleh Penuntut Umum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain
itu, sanksi pidana yang diberikan tidak bertujuan untuk menghancurkan masa
depan anak yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan,
melainkan untuk memberikan efek jera agar anak itu tidak mengulangi perbuatan
tersebut dan menjadikan anak tersebut menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi
nusa dan bangsa.
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1BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak
merupakan potensi nasib manusia hari mendatang¸ dialah yang ikut berperan
menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada
masa mendatang.
Harusdisadari bahwa betapa besar pengaruh yang di mainkan oleh
lingkungan pergaulan anak, terutama sekali di sebabkan oleh konteks
kulturalnya.Dalam situasi social yang menjadi semakin longgar, anak-anak
kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian untuk
menegakkan eksistensidirinya yang di anggap sebagai tersisih dan
terancam.Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur
baru yang sudah delikuen(kriminal) sifatnya.
Dengan demikian, anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi
oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh
yang menekan dan memaksa pada pementukan perilaku buruk, sebagai
produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma social dan
2hukum formal. Anak-anak ini menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari
transformasi psikologis sebagai reaksiterhadap pengaruh eksternal yang
menekan dan memaksa sifatnya.
Sehubungan dengan peristiwa ini, Sutherland (1978)
mengembangkan teori Association Differential yang menyatakan bahwa anak
menjadi delikuen di sebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu
lingkungan social yang ide dan teknik delikuen tertentu dijadikan sebagai
sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin
luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak Nakal, akan
menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial
tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar
menjadi menjadi nakal dan kriminal.
Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan perubahan yang
dikenal dengan reformasi termasuk tuntutan hidup, seiring dengan
perkembangan teknologi dan informasi yang makin pesat dan
canggih.Namun dalam perjalanan dan prosesnya terjadi suatu ketimpangan
atau pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat.Salah satu
diantaranya adalah pencurian,baik dari tingkat masyarakat lapisan bawah
sampai pada pencurian besar-besaran yang dilakukan oleh pejabat dengan
korupsi.Dalam sejarah peradaban manusia, pencurian sudah terjadi cukup
3lama. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara yang tradisional
sampai pada pencurian yang dilakukan dengan cara-cara modern.
Pencurian sebagai salah satu bentuk kejahatan merupaka masalah
social yang sulit dihilangkan, oleh karena itu manusia dalam menjalani
kehidupannya dalam bermasyarakat dan kebutuhan yang semakin meningkat
hal inilah yang memicu terjadinya suatu kasus pencurin. Terjadinya pencurian
dalam masyarakat merupakan suatu kenyataan social yang tidak berdiri
sendiri melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur social tertentu
dalam masyarakat, unsur itu misalya kebutuan yang semakin menigkat,
susahnya mencari pekerjaan, aanya pelang bagi pelaku, ringngannya
hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor.
Akhir-akhir ini hampir setiap hari terdengar tindak pidana pencurian
dengan kekerasan dimana tindakan ini telah meresahkan dalam lingkungan
masyarakat biasanya kasus ini terjadi di tempat-tempat yang ramai seperti
warung kopi, swalayan, di pinggir jalan mengigat tindak pidana pencurian ini
sudah sangat sering terdengar atau terlihat diberita kriminal atau ada
mungkin di antara kita yang menjadi korbannya, bahkan tidak sedikit tindak
pidana pencurian dengan kekerasan ini menyebabkan hilangnya nyawa
orang lain.
4Pelaku Tindak pidana pencurian pun tidak tanggung-tanggung
dilakukan oleh anak, maraknya pencurian yang dilakukan oleh anak
seringkali ditengarai oleh kondisi psikologi yang belum stabil adanya ajakan
maupun bujukan bahkan paksaan dari orang dewasa.
Selain dari itu kebanyakan anak-anak merasa diuntungkan dengan
kondisi umurnya sebagaimana tertanam dalam mindsetnya bahwa “pidana
anak akan lebih ringan dibanding pidana untuk orang dewasa”, hal ini
diperkuat dengan terpisahnya pengadilan untuk anak dan pengadilan untuk
orang dewasa. Pemisahan pengadilan tidak lain untuk menjamin terwujudnya
kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal
mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.
Sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan
pidananya dan menjalani putusan tersebut.Anak harus didampingi oleh
petugas sosial yang membuat Case Study tentang anak dalam sidang.
Pembuatan laporan sosial yang dilakukan oleh social worker ini
merupakan yang terpenting dalam sidang anak, yang sudah berjalan ialah
pembuatan case study oleh petugas BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan
Pengentasan Anak).
Adapun yang tercantum dalam Case Study ialah gambaran keadaan si
anak, berupa :
51) Masalah sosialnya;
2) Kepribadiannya;
3) Latar belakang kehidupannya, misalnya:
- Riwayat sejak kecil;
- Pergaulannya di luar dan didalam rumah;
- Keadaan rumah tangga si anak;
- Hubungan antara bapak, ibu dan si anak;
- Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain;
- Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.
Case Study ini sangat besar pegaruhnya terhadap perkembangan
anak dikemudian hari, karena di dalam memutuskan perkara anak dengan
melihat case study dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara
khusus (pribadi). Sedangkan apabila hakim yang memutus perkara tidak
dibantu dengan pembuatan Case Study, maka hakim tidak akan mengetahui
keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas
dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja dan
biasanya dalam Case Study petugas BISPA menyarankan pada hakim
tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan
dan lebih memenuhi kebutuhan anak.1
1 Dr. Wagiati Soetedjo, SH., MS dan Melani, SH.MH, Hukum Pidana Anak, Bandung,2013, hlm 42
6Demikianlah walaupun Case study ini tidak mengikat hakim, namun ia
merupakan alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib diperhatikan oleh
Hakim, sehingga menjadi pedoman bagi hakim dalam memutus perkara
pidana anak di muka sidang pengadilan.
Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang
melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada
peradilan anak ini keputusan Hakim tersebut harus mengutamakan pada
pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, di samping tindakan
yang bersifat menghukum.
Dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku tindak pidana
anak sangat diharapkan agar hati dan perasaan penegak hukum tergugah
untuk lebih mempehatikan dan mempertimbankan kepentingan serta
perlindungan bagi anak.Namun, yang paling penting, diharapkan agar pihak
penegak hukum tidak ringan tangan dalam melakukan penahanan anak.
Sehingga penanhanan hanya merupakan upaya terakhir dalam
menyelesaikan suatu prakara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara
lain tidak mendapat jalan keluarnya.
Dalam praktik di pengadilan, katakanlah seorang anak yang dikenal identitas
keluarganya (misalnya anak pejabat tinggi, wira swastawan termuka dan lain-
lain) karena sesuatu keadaan di luar keinginannya si anak terlanjur
7melakukan perbuatan melanggar hukum. Dengan kondisi demikian, lalu
apakah bijaksana jika melakukan penahanan atas dirinya seandainya ia
membantu dan tidak mempersulit kelancaran pemeriksaan tidak akan
melarikan diri dan tidak akan melakukan perbuatan perbuatan lagi disertai
jaminan pribadi atas sejumlah uang dari keluarganya? Pertimbangan
pengaruh penahanan terhadap perkembangan jiwa anak perlu diperhatikan,
Lain halnyabila pelaku tindak pidana adalah seorang gelandangan
yang tidak di kenal tempat tinggalnya, orang tuanya, tunawisma, tunakarya
dan lain-lain, maka hal di atas tidak berlaku baginya, karena siapa yang akan
menjamin ia tidak akan melarikan diri dan melakukan tindak pidana lagi.
Namun upaya mempersingkat penahanan patut diperhatikan dengan
menyelesaikan pemeriksaan sedini mungkin.
Masalah di atas, maka hendaknya perlu kita letakkan proporsi hukum yang
sesuai dengan fungsinya sehingga nyatalah peranan penahanan, dimana
tidak hanya berdasarkan peraturan hukum semata tetapi juga berdasarkan
perasaan hukum dan keadilan.
Adapun salah satu kasus tindak pidana pencurian denga kekerasan
yang dilakukan oleh anak sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri
Makassar No. 176/Pid.SUs-Anak/2016/PN.Mks).Tindak Pidana tersbut
8dilakukan oleh seseorang yang bernama Benhrd Imanuel Limbongan (16
tahun).
Maka hakim harus pintar dalam memutuskan hukum yang dapat
memuat pelaku merasa jera dengan tindakan yang tegas dan ketelitian
aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi khususnya pada kasus-
kasus pencurian oleh anak.Tindak pidana pencurian ini tidak mungkin
dihapuskan secara tuntas jadi usaha yang harus dilakukan oleh masyarakat
dalam menghadapi kejahatan haruslah sabar dan berhati-hati, yang berarti
bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi intensitas dan frekuensi
terjadinya pencurian apalagi dengan semakin meningkatnya frekuensi tindak
pidana pencurian oleh anak yang terjadi dilingkungan masyarakat.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk
mengkaji dan meneliti dala bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis
terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh
anak (studi kasus putusan No. 176/Pid.SUs-Anak/2016/PN.Mks).
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka
penulis membatasi diri untuk membahas. Permasalahan yang menyangkut
hal-hal sebagai berikut
91. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak
pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama oleh anak
(studi kasus Putusan No. 176/Pid. Sus-Anak/2016/PN.Mks) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian
dengan kekerasan secara bersama-sama oleh anak (studi kasus
Putusan No. 176/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks)
C. Tujuan Penilitian
Tujuan Penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :
1. Untuk megetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku
tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama
oleh anak dalam putusan no. 176/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks.
2. Untuk mengetahui  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara
bersama-sama oleh anak dalam putusan no. 176/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks.
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D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian tersebut dapat diharapkan mampu memberikan
mafaat-manfaat sebagai berikut :
1. Memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat serta
mahasiswa dalam rangka pengembangan pola pemikiran yang
obyektif terhadap perkara-perkara yang terjadi didalam lingkungan
masyarakat khususnya mengenai keberadaan warga Negara asing.
2. Menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyikapi
para pelaku tindak pidana pencurian  dibarengi kekerasan.
11
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Tinjauan Yuridis
Secara etimologis tinjauan yuridis berasal dari dua kata
yaitu tinjauan dan yuridis. Menurut kamus besar bahasa
Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan
cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat
(sesudah menyeldiki, mempelajari, dan sebagainya). 2 Menurut
Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang
berarti menurut hukum atau segi hukum. 3 Jadi, tinjauan yuridis
dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti,
pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara
sistematis dan objektif  terhadap sesuatu menurut atau
berdasarkan hukum dan undang-undang.
Adapun pengertian lain dari Tinjauan Yuridis jika dikaji
menurut Hukum Pidana, adalah  dapat kita samakan dengan
mengkaji Hukum Pidana Materiil yang artinya kegiatan
2 Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi
Keempat), PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, h. 1470.
3 M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, h. 651.
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pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan
peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan  yang
mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur-unsur
tindak pidan terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat
dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan
pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
B. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal
istila strafbaarfeit.Kepustakaan tentang hukum pidana sering
menggunakan isilah delik.Sedangkan pembuat undang-Undang
dalam merumuskan undang-undang mempergunakan peristiwa
pidana, atau perbuatan pidana atau tindak pidana.4
Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang
berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman
disebut delict,dan dalam bahasa Belanda disebut delict.Dalam
Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu
4 Bambang Poernomo, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 90
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perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan
pelanggaran terhadap undang-undag tindak pidana.5
Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit.
Hukum Pidana Negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau a
criminal act untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP
Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun
sama yaitu strafbaarfeit. Istilah strafbaarfeit terdiri dari tiga unsur
yakni, straf, baar, dan feit.Straf berarti hukuman (pidana), baar
berarti dapat (boleh), serta feit yang berarti peritiwa (perbuatan):
TIndak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat
dikenai hukuman pidana.6
Adaapun istilah yang digunakan oleh para ahli, yaitu:
Vos menggunakan istilah strafbaarfeit yaitu suatu kelakuan
manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi
suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman
pidana.7
1. Pompe membedakan pengertian strafbaarfeit yaitu:
5 Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 47
6 WIrjono Prodjodikoro, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm.
59
7 Bambang Poernomo, Op.Cit.,hlm 91.
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a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian
strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran terhadap
norma, yang dilakukan karena kesalahan si
pelanggar dan diancam dengan pidana untuk
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan
kesejahteraan umum;
b. Definisi hukum positif, merumuskan pengertian
strafbaarfeit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh
peraturan undang-undang dirumuskan sebagai
perbuatan yang dapat dihukum8
2. E. Utrecth menggunakan istilah “peristiwa pidana”
beliau menerjemahkan istilah feit secara harfiah
menjadi “peristiwa”. Namum Moeljatno menolak istilah
peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah
pengertian yang konkrit yang hanya menunjuk
kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya
matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya
orang, tetapi melarang adanya orang mati karena
perbuatan orang lain9
8Ibid
9 Andi Hamzah, 2005, Azas-Azas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 95.
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3. Van Hamel menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah
kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-
undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan
dilakukan dengan kesalahan.10
4. Simonsberpendapat mengenai delik dalam arti
srafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum
yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak
sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut
dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan
yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecth
memandang rumusan Simons merupakan rumusan
lengkap yang meliputi:
a. Diancam dengan pidana oleh hukum
b. Bertentangan dengan hukum
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
d. Orang itu dipandang bertanggungjawab
atas perbuatannya.
5. Moeljanto menggunakan istilah perbuatan pidana
yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum,
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang
10 Mahrus Ali, 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.
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berupa pidana tertentu, lagi barangsiapa yang berupa
pidana tertentu11
6. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya
mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai
perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan
sebagai perbuatan yang dilarang.12
Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik
(straafbaarfeit) itu secara bulat, tidak memisahkan antara
perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan
pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara
perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik.
Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya
di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran
dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang
dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (actus reus) di
satu pihak dan pertanggung jawaban (mens rea) di lain pihak.13
Di Indonesia, sarjana yang memisahkan actus reus
(Perbuatan Pidana/criminal) dan mens rea (pertanggung jawaban
pidana) ialah Moeljatno dan A.Z Abidin yang dilarang ialah
11 Mahrus Ali, Op.Cit, hlm. 97
12Ibid.,hlm 98.
13 Andi Hamzah, Op.Cit., hlm. 97.
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perbuatan (termasuk pengabaian) dan yang diancam dengan
pidana ialah orang yang melakukan perbuatan atau pengabaian itu.
Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak
ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang
dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum
yang substansinya mempunyai pengertian yang sama mengenai
karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk
kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan
hukum masyarakat. Oleh karena itu terdapat berbagai pendapat
mengenai penggunaan istilah untuk tindak pidana
2. Unsur-unsur Tindak Pidana
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya
dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya
berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi
rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang (selanjutnya
disingkat uu) adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu
dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :
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a. Unsur-unsur formil
1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu,
4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.
b. Unsur-unsur materiil
Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut
dilakukan.
Sedangkan unsur-unsur  tindak pidana menurut Rancangan
KUHPidana Nasional, yaitu :14
a. Unsur-unsur formil
1. Perbuatan sesuatu
2. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
3. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan
4. Dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
5. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam
14 Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Alfabeta, Bandung, hlm.10
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dengan pidana.
b. Unsur-unsur materil
Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan
hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat
sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun
perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi
apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan
dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu
tindak pidana.
Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan
dalam dua macam, yaitu :
1. Unsur objektif
Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak
pidana. Menurut P.A.F. Lamintang15, unsur objektif itu adalah "unsur
yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam
keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan."
Sedangkan menurut Tolib Setiady unsur objektif ini meliputi:16
1. Perbuatan atau kelakuan manusia
Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya
15Ibid, hal. 11
16Ibid, hal. 12
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membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif
misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia
mengatahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan
tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang
menghadapi maut.
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara
material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik
itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar- benar
menghilangkan nyawa seseorang.
3. Unsur melawan hukum
Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan
perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan
hukum msekipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam
perumusannya.
4. Unsur lain yang menetukan sifat tindak pidana
Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak
pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya.
Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal
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504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan
di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana
kejahatan jabatan (Pasal 413- 437 KUHPidana), di mana tindak
pidana tersebut harus dilkukan oleh pegawai negeri.
5. Unsur yang memberatkan pidana
Maksudnya, di dalam perbutan pidana itu ada hal-hal yang dapat
memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatanya tersebut
menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat.
Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333
KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun
(ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka beratancaman
pidananya diperberat menjadi paling lama sembilan tahun (ayat 2)
dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya
diperberat lagi palin lama 12 tahun.
6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana
Hal ini misalnya : membujuk atau membantu orang lain untuk
bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang
itu jadi bunuh diri.
1. Unsur Subjektif
Menurut P.A.F Lamintang bahwa unsur-unsur subjektif sebagai
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berikut:17
“Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan
dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu
yang tergantung dalam hatinya.”
Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti
yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya
di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan,
pemalsuan dan lain-lain;
4) Merencanakan terlabih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut
Pasal 340 KUHP;
5) Perasaan takut atau vress seperti antara lain terdapat di dalam
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP
Asas dalam hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau
tidak ada kesalahan” (An act does not make a person guilty unless the mind
is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea). Kesalahan yang dimaksud
17 P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-DasarHukum Pidana Indonesia, Cetakan ke-3, Citra Aditya Bakti,
Bandung, hlm. 193
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dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan
(intention/opzet/dolus) dan kealpaan (negligence or schuld).
a) Kesengajaan (dolus)
Dalam crimineel weetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum pidana
(KUHP) tahun 1809, pengertian Kesengajaan adalah kemauan untuk
melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau
diperintahkan oleh undang-undang.18
Leden Marpaung menjelaskan bahwa pada umumnya para pakar telah
menyetujui “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni:19
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk);
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);
3) Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus evantualis).
b) Kealpaan (culpa)
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari
kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu:
1) Tak berhati-hati (kealpaan tanpa kesadaran);
2) Dapat menduga akibat perbuatan itu (Kealpaan dengan
kesadaran).
Simons20 menerangkaan “kealpaan” bahwa umumnya kealpaan itu
18 Leden Marpaung, 2009, Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, SinarGrafika, Jakarta, hlm.13
19Ibidhal.13
20 Ibidhal.13
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terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan,
disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu
perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan
jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin
akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.
Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu
meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduganya
akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat
yanng tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya sebagai kealpaan.
Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya “dapat diduga
lebih dahulu” itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang
keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang
diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa
keadaan-keadaan itu tidak ada”.
Pada umumnya, kealpaan (culpa) dibedakan atas dua, yaitu:
a. Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini si pelaku
telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi
walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga akibat tersebut.
b. Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku
tidak membayangkan atau tidak menduga akan timbulnya suatu akibat
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yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia
seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.
3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban  pidana dalam istilah asing disebut dengan
teorekenbaarheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk  menentukan seseorang terdakwa
atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana
yang terjadi atau tidak.21
Pertanggungjawaban pidana  meliputi  beberapa unsur yang diuraikan
sebagai berikut:
a. Mampu Bertanggung jawab
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diseluruh dunia pada
umumnya tidak mengatur tentang kemampuan
bertanggungjawab, yang diatur yaitu ketidakmampuan
bertanggungjawab. Seperti isi Pasal 44 KUHP  antara lain
berbunyi sebagai berikut:
“Barangsiapa melakukan perbuatan  yang  tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam
pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”
21 Amir Ilyas, Op.Cit, hlm. 73.
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E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan  bahwaa unsur-
unsur mampu bertanggungjawab mencakup:
1)  Keadaan jiwanya:
 Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau
sementara (temporal);
 Tidak cacat dalam  pertumbuhan (gau, idiot, imbecile,
dan sebagainya); dan
 Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah
yang meluap, pengaruh bawa sadar (reflexe beweging),
melindur (slaapwandel), mengigau karena demam
(koorts), nyidamdam dan lain sebagainya,  dengan
perkataan lain  dia dalam keadaan sadar.
2) Kemampuan jiwanya:
 Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan
tersebut, apakah  akan dilaksanakan atau tidak; dan
 Dapat mengetahui ketercelaan dari  tindakan tersebut.22
b. Kesalahan
Kesalahan  memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis
dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tiada pidana tanpa
22 Amir Ilyas, Op.Cit, hlm  76.
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kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidananya seseorang
diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri seorang
pembuat kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban
atasnya.23
Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu
kesengajaan atau dolus dan  kealpaan atau culpa, yang diuraikan
lebih jelas sebagai berikut:
1) Kesengajaan (Opzet)
Menurut Criminal Wetboek Nederland tahun 1809 Pasal
11, sengaja (Opzet) itu adalah maksud untuk membuat
sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau
diperintahkan oleh undang-undang. 24
 Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)
Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana,
yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia
juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang
dilarang. Kalau yang  dikehendaki atau yang
dibayangkan ini tidak  ada, ia tidak akan melakukan
berbuat. 25
23 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, P.T. Raja Grafindo, 2011, hlm 226-227.
24 Zainal Abidin Farid, Hukum  Pidana I, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 226.
25 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta,  Sinar Grafika, 2012,  hlm 9.
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 Kesengajaan dengan insaf  pasti (opzet als
zekerheidsbewustzjin)
Kesengajaan  semacam ini ada apabila  si   pelaku
dengan perbuataannya, tidak  bertujuan untuk
mencapai akibat dasar dari delict, tetapi ia tahu benar
bahwa akibat  tersebut pasti akan mengikuti
perbuatan  itu. 26
 Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan
(dolus eventualis).
Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan
kesadaran akan kemungkinan” bahwa  seseorang
melakukan perbuatan dengan tujuan  uuntuk
menimbulkan suatu akibat tertentu, akan  tetapi, si
pelaku  menyadari bahwa mungkin akan  timbul
akibat lain yang  juga dilarang dan diancam oleh
undang-undang. 27
2) Kealpaan (Culpa)
Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan
kurangnya sikap hati-hati karena kurang melihat kedepan,
26 Amir Ilyas, Op. Cit., hlm 80.
27 Leden Marpaung, Op. Cit., hlm 18.
29
kealpaan  ini  sendiri di pandang lebih  ringan daripada
kesengajaan.
Kealpaan terdiri  atas 2 (dua) bentuk,  yakni 28
 Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld/culpa
lata)
Dalam hal ini , si pelaku telah membayangkan atau
menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi
walaupun ia  berusaha untuk  mencegah, nyatanya
timbul juga akibat tersebut.
 Kealpaan tanpa kesadaran  (onbewuste schuld/culpa
levis)
Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau
menduga akan  timbulnya suatu  akibat  yang dilarang
atau diancam hukuman  oleh undang-undang,
sedangkan  ia seharusya memperhitungkan akan
timbulnya satu akibat.29
28Ibid. hlm 26.
29 Ibid
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c. Tidak Ada Alasan Pemaaf
Alasan pemaaf atau schulduitsluitingsground ini menyangkut
pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana
yang  telah dilakukan atau criminal responsibility , alasan
pemaaf ini menghapuskan kesalahan orangyang melakukan
delik atas dasar beberapa hal.
Alasan ini dapat kira jumpai  di dalam halo rang itu
melakukan perbuatan dalam keadaan:
1) Daya Paksa Relatif
Dalam M.v.T daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan,
setiap daya paksa seseorang berada dalam  posisi
terjepit (dwangpositie). Daya paksa ini merupakan daya
paksa psikis yang berasal dari luar diri si pelaku dan
daya paksa tersebut lebih kuat dari padanya.30
2) Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas
Ada persamaan anatara pembelaan terpaksa
noodwear dengan pembelaan  terpaksa yang melampaui
batas noodwerexces, yaitu keduanya mensyaratkan
adanya serangan yang  melawan hukum yang dibela
30 Amir Ilyas, Op. Cit, hlm 88-89
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juga sama, yaitu tubuh, kehormatan, kesusilaan, dan
harta benda baik diri sendiri maupun  orang lain.
Perbedaannya ialah:
 Pada noodwer, si penyerang tidak boleh ditangani
atau dipukul lebih daripada maksud pembelaan
yangperlu, sedangkan noodwerexces pembuat
melampaui batas-batas pembelaan  darurat oleh
karena keguncangan jiwa yang hebat.
 Pada noodwer, sifat melawan hukum perbuatan
hilang, sedangkan pada noodwerexces perbuatan
tetap melawan hukum, tetapi pembuatnya tidak dapat
dipidana karena keguncangan jiwa yang hebat.
 Lebih lanjut pembelaan  terpaksa yang melampaui
batas noodwerexces menjadi dasar pemaaf,
sedangkan pembelaan terpaksa (noodwer)
merupakan dasar pembenar, karena melawan
hukumnya tidak ada. 31
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atasdasar-dasar tertentu,
antara lain sebagai berikut :
31 Zainal Abidin Farid, Op. Cit., hlm 200-2001
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a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
dibeedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku II
dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Pembagian
tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggatan”itu
bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita
menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga
merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di
dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil
(formeel delicten) dan tindak pidana materil (Materil
Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang
dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah
melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP
yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil ini
larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang
itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan
menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak
pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak
pidana kesngejaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP
antara lain sebagai berikut : Pasal 338 KUHP (pembunuhan)
yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang
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lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang
lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana
jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang
menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti
yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktid
(positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil
adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan
dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat,
misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal
378 KUHP).
TIndak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam :
1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang
dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada
dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif,
misalnya diatur dalam Pasal 224, Pasal 304 dan Pasal
552 KUHP.
2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang
pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat
dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang
mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan
tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP,
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ibu tidak menyusi bayinya senhingga anak tersebut
meninggal.32
C. Tindak Pidana Pencurian
1. Pengertian Pencurian
Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapatkan awalan
“pe” dan akhiran “an” yang berarti mengambil secara diam-diam,
sembunyi-sembunyi tanpa diketehui oleh orang lain. Mencuri
berarti mengambil milik orang lain secara melawan hukum, orang
yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri
berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan pencurian.
Seseorang dikatakan pencuri jika semua unsur yang diatur didalam
pasal pencurian terpenuhi. Pemenuhan unsur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan itu hanyalah upaya minimal, dalam
taraf akan masuk ke peristiwa hukum yang sesungguhnya.33
Didalam ketentuan KUHP Indonesia, Pasal 362 menyatakan:
“barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau
sebagaian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana
32Moeljatno, perbuatan pidana dan pertanggung jawabn dalam pidana, Bina Aksara,
Jakarta 1993. Hlm 43-44
33 Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Melalui Pendekatan Hukum Progresif,
Sinar Grafika, Jakarta,Hlm. 01
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penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak
sembilan ratus rupiah”.
Dari ketentuan di atas Pasal 362 KUHP merupakan pencurian
dalam bentuk pokok. Semua unsur dari kejahatan pencurian di
rumuskan secara tegas dan jelas. Sedangkan pada Pasal-Pasal
KUHP lainnya tidak disebutkan lagi unsur tindak pidana pencurian,
akan tetapi cukup disebutkan nama,kejahatan pencurian tersebut
disertai dengan unsur pemberatan atau peringanan.
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian
Menurut undang-undang pencurian itu dibedakan atas lima
pencurian yaitu:
1. Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP)
2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)
3. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)
5. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP)
1) Tindak Pidana Pencurian biasa
Istilah “pencurian biasa” digunakan untuk beberapa pakar hukum
pidana untuk menunjuk pengertian “pencurian dalam arti pokok”
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pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang rumusannya
sebagai berikut:34
“barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau
sebagaian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus
rupiah”.
Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian
biasa adalah:
1. Mengambil
2. Suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
2) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan
Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau
Pencurian dengan Kualifikasi (gequalificeerde deifstal) diatur dalam
KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan
34 R.Soesilo, 1984, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor,Hlm. 249
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pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya
disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.35
Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:
1. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud ‘hewan’
“diterangkan dalam Pasal 101” di sini adalah binatang memamah
biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai),
dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan hewan karen tidak
memamah biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian
terhadap hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-
hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.
2. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau
gempa laut, letusan gunng api, kapal karam, kapal terdampar,
kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau
kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada
situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena
situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut,
kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga. Dan orang
yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami
musibah adalah orang yang berbudi rendah.
35 R.Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik
Khusus,Politea,Bogor.Hlm.120
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3. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan
tertutup yang ada rumahnya
4. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih. Supaya masuk
disini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai
pembuat atau turut melakukan (Pasal 55) bukan misalnya yang satu
sebagai pembuat (Pasal 55) sedang yang lain hanya membantu
saja (Pasal 560).
5. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat
ataudengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian
jabatan palsu.
Berdasarkan  Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat)
diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.Hal ini tak lain
karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal
362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni
dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu.
Namun hukuman itu bisa menjadi lebih berat, yakni maksimal 9
tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap
sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya,
serta dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau
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dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau
dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian
jabatan palsu.
3) Tindak Pidana Pencurian Ringan36
Hal ini tersebut dalam pasal 364 KUHP yang isinya sebagai berikut:
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No.4
begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No.5 asal saja
tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang
tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu
tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai
pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-
1. Ini dinamakan pencurian ringan yaitu:
a. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP) asal harga barang yang
dicuri tidak lebih dari Rp. 250,--.
b. Pencurian dilakuakan dua orang atau lebih (Pasal 363 sub
4) asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250,-
c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya
dengan jalan membongkar, memacahdsb (Pasal 363 sub 5)
jika:
36 Ibid, Hlm. 126
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1. harga tidak lebih dari Rp. 250,-
2. tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup
yang ada rumahnya.
2. Dengan demikian maka pencurian yang meskipun harga
barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp.250,- tidak bisa
menjadi pencurian ringan yaitu:
a. Pencurian hewan (Pasal 363 sub 1)
b. Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka lain
(Pasal 363 sub 2)
c. Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang
yang berada disitu tidak dengan setahunya atau
kemaunnya orang yang berhak (Pasal 363 sub 3) dan
d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365)
3. Misalnya:
a. B mencopet dipasar dari saku baju orang sebanyaknya
Rp. 20,- pencurian ringan;
b. A dan B (dua orang) mencopet di pasar dari saku baju
orang uang Rp.23,-
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c. A pada waktu siang, dengan tidak setahu yang berhak
masuk kedalam rumah itu barang seharga Rp.24,- =
pencurian ringan
d. Jika pencurian tersebut diatas ini dilakukan pada waktu
malam, maka bukan pencurian ringan, tetapi pencurian
dengan pemberatan (Pasal 363 sub 3) karena dilakukan
pada waktu malam, dalam rumah dan masuknya dengan
tidak setahu yang berhak.
e. Harga itu tidak lebih dari Rp.250,- jadi persis Rp.250,-
masuk pencurian ringan. Pencurian barang yang
harganya tidak dapat dinilai dengan uang, tidak masuk
pencurian ringan.
f. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan37
4). Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
Pencurian dengan kekerasan yaitu yang tersebut dalam pasal 365
KUHP ialah diancam hukuman penjara maksimun 9 tahun, pencurian
yang didahului, disertai atau diiringi dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan terhadap orang-orang dengan tujuan untuk mempersiapkan
atau mempermudah pencurian itu, atau pada keadaan tertangkap
tangan supaya mempunyai kesempatan bagi diri sendiri atau orang
37 R.Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea,
Bogor, Hlm. 123
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lain yang turut serta melakukan kejahatan itu, untuk melarikan diri atau
supaya barang yang dicuri tetap dalam kekuasaanya.
Kekerasan artinya mempergunakan tenaga physik atau jasmaniah
tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul, menyepak,
menendang dengan tangan atau senjata dari segala macam dan
sebagainya, termasuk pula mengikat orang atau menutup dalam
kamar. Menurut pasal89 KUHP disamakan dengan kekerasan yaitu
membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
5). Tindak Pidana Pencurian dalam Kalangan Keluarga
Hal ini tersebut dalam pasal 367 KUHP yang isinya sebagai
berikut:38
a. Pencurian atau membantu pada pencuri atas kerugian suami
atau isteri sendiri tidak dihukum, oleh karena orang-orang itu
sama-sama memiliki harta benda suami isteri. Bagi mereka yang
tunduk pada peraturan kawin menurut sipil (B.W) dimana berlaku
peraturan tentang “cerai meja-makan tempat-tidur” yang berarti
perkawinan mereka masih tetap, akan tetapi hanya kewajiban
mereka untuk bersama-sama tinggal dalam suatu rumah saja
38 Ibid, hlm. 130
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yang ditiadakan, jika ada pencurian terjadi atas kerugian suami
atau isteri sendiri yang telah bercerai meja-makan itu, hanya
dapat dituntut apabila ada pengaduan dari suami/isteri yang
dirugikan (delik aduan);
b. Pencurian atau membantu pencurian oleh keluarga sedarah atau
keluarga karena perkawinan turunan lurus (tidak terbatas berapa
derajat), misalnya : cucu, anak,bapak/ibu mertua, kakek/nenek
mertua dan sebagainya, turunan menyimpang dalam dua derajat,
misalnya: saudara laki-laki dan saudara perempuan, ipar laki-laki
dan ipar perempuan dari memmpunyai barang, hanya dapat
dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang mempunyai
barang yang dicuri itu (delik aduan)
c. Jika menurut adat istiadat keturunan ibu (matriaracht) kekuasaan
bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung, maka
peratuan tentang pencurian dalam kalangan keluarga tersebut
pada Pasal 367 (2) KUHP berlaku pula pada orang itu, misalnya :
seorang kemenakan yang mencuri harta benda mamaknya (adat
minang kabau) itu adalah delik aduan.
3. Unsur Tindak Pidana Pencurian
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Pasal 362 KUHP adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-
unsur :39
a) Perbuatan “mengambil”
b) Yang diambil adalah suatu “barang”
c) Barang itu harus “seluruhnya atau sebagaian kepunyaan
orang lain”, dan
d) Pengambilan itu harus dilakukan “dengan maksud hendak
memiliki barang itu dengan melawan hukum”.
Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak
pidana pencurian, orang tersebut terlebih dahulu terbukti
memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian yang terdapat
didalam rumusan Pasal 362 KUHP:
a) Mengambil
Artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam
kekuasaannya. Menurut pendapat beberapa sarjana hukum,
diantaranya Prof.Simons, maka menebang pohon belum dapat
diartikan “mengambil”, tetapi baru merupakan “percobaan”;
mengambil baru selesai dilakukan apabila pencuri melakukan
tindakan yang mengakibatkan barang itu berpindah tempat,
39 R.Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea,
Bogor, Hlm. 117-119
45
sebelum ditebang pohon merupakan barang yang tidak bergerak
(onroerend goed),sehabis ditebang barulah menjadi barang yang
bergerak (roerend goed). Sebelum diambil barang itu belum berada
di dalam kekuasaan pengambil, apabila pada waktu memilikinya
barang itu sudah ada di tangannya, maka perbuatannya ini bukan
pencurian, akan tetapi masuk penggelapan (Pasal 372).
b) Barang
Yang dimaksud dengan barang yaitu segala sesuatu yang
berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak). Bukan barang
yang tidak bergerak (onroerend goed), tetapi yang dapat bergerak
(roerend goed), karena dalam pencurian barang itu harus dapat
dipindahkan. Pencurian tidak dapat terjadi terhadap barang-barang
yang tidak bergerak seperti tanah, sawah, gedung-gedung dan
sebagainya. Orang yang menguasai barang-barang ini kepunyaan
orang lain seperti tanah sawah dan sebagainya itu, sehingga dapat
menjualnya, bukan dikenakan pasal pencurian, akan tetapi Pasal
385 KUHP yang biasa disebut kejahatan “Stellienaat”
Walaupun dalam prakteknya pencurian itu hampir senantiasa
mengenai barang-barang yang berharga, akan tetapi sebenarnya
harga ekonomis dari barang itu tidak perlu, misalnya seorang yang
mengambil beberapa helai rambut wanita (tidak ada harganya
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ekonomis) untuk dipakai melakukan guna-guna dapat pula
dipersalahkan mencuri.
Daya listrik dan gas, walaupun tidak berwujud, jika dialirkan
pada kawat atau pipa, merupakan barang yang dapat dicuri.
Barang-barang yang tidak dimiliki seseorang (res nullius), burung
atau binatang liar yang hidup dalam alam dan sebagainya, tidak
dapat merupakan objek pencurian.
Barang temuan, walaupun yang punya tidak dikenal, belum
merupakan barang tanpa pemilik, sehingga jika dimiliki oleh yang
menemu merupakan pencurian.
c) Seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain
Sebagaian kepunyaan orang lain misalnya : A bersama B
membeli sebuah sepeda telah dibayar bersama-sama, sehingga
sepeda itu adalah milik A dan B. Andaikata sepeda itu disimpan
dirumah A dan kemudian diambil dan dimiliki oleh B dengan
melawan hak, maka B telah melakukan pencurian terhadap barang
yang untuk sebagaian kepunyaan A.
Sekarang suatu umpama; A mempunyai sebuah sepeda,
karena ia butuh uang, sepeda itu ia gadaikan kepada B Rp.
20.000,-. Pada suatu malam tidak setahu B, A masuk dirumah
tersebut, kemudian oleh A dijualnya. Dapatkah A dipersalahkan
mencuri sepeda?
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A tidak dapat dipersalahkan mencuri sepeda oleh karena
sepeda itu kepunyaan sendiri dan bukan kepunyaan orang lain.
Menurut hukumnya dalam hal gadai ini,barang yang digadaikan itu
tetap kepunyaan orang yang meminjam uang, barang itu disimpan
oleh yang menerima gadai, gunanya sebagai jaminan uang yang di
hutangkan itu. Dalam hal ini A dapat pula dihukum, akan tetapi
dikarenakan Pasal 404 KUHP, bukan pencurian, akan tetapi
melarikan barang dari orang yang mempunyai hak gadai di
atasnya.
d) Dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan
hukum
Pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki
barang itu dengan melawan hukum. “memiliki” artinya bertindak
sebagai orang yang punya, sedangkan “melawan hukum” berarti
tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta izin
terlebih dahulu dari orang yang berhak. Seorang yang oleh karena
“keliru sangka” miliknya, mengambil suatu barang yang ternyata
kepunyaan orang lain, itu tidak dipersalahkan mencuri, oleh karena
unsur “melawan hukum” tidak ada.40
D. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
40 Ibid hal.119
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Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya
dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan.Sebenarny
istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan dari
segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun
mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan
pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  sama
halnya dengan merampok.Merampok juga adalah perbuatan jahat,
oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHPidana namun
perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur
sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan
kekerasan.
Tindak pidana pencurian dengankekerasan  itu oleh
pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal
365KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut:41
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama
Sembilan tahun pencurian yang didahului,disertai
atau diikuti dengan ekerasan atau ancaman
kekerasan,terhadap orang dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pencurian,
atau dalam hal tertangkap tangan,untuk
memungkinan melarikan diri sendiri atau peserta
41 Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Specialle Delicten) di dalam KUHP, hlm 77
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lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang
dicuri.
2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua
belas tahun:
Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam
dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup
yang ada rumahnya, diberjalan.;
Ke-2Jikaperbuatan dilakukan oleh duaorang atau
lebihdengan bersekutu;
Ke-3Jika masukke tempat melakukan kejahatan
dengan merusakatauemanjat atau
denganmemakiaanakkuncipalsu,
perintahpalsuataupakaianjabatanpalsu.
Ke-4 Jikaperbuatanmengakibatkanluka-luka berat.
3) Jikaperbuatanmengakibatkankematianmakadianc
amdengan
pidanapenjarapalinglamalimabelastahun.
4) Diancamdenganpidanamatiataupidanaseumurhidu
patau selamawaktutertentupaling
lamaduapuluhtahun,jika perbuatan
mengakibatkanluka beratataukematian dan
dilakukan olehdua orang
50
ataulebihdenganbersekutu, disertai
pulaolehsalahsatuhal
yangditerangkandalamno.1dan3
Dengandemikian makayangdiatur dalamPasal
365KUHPidana sesungguhnyahanyalahsatukejahatan,
danbukanduakejahatanyang terdiri atas kejahatan pencurian dan
kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang,ataupunbukan
merupakansuatusamenloopdari kejahatanpencurian
dengankejagatanpemakaiankekerasanterhadap orang.
Pencurian dengankekerasan bukanlah merupakan
gabungan dalamartiangabunganantaratindak pidanapencurian
dengan tindak pidanakekerasan
maupunancamankekerasan,kekerasan dalam halini
merupakankeadaanyangberkualifikasi,maksudnya adalah
kekerasan adalahsuatukeadaanyangmengubahkualifikasi
pencurian biasamenjadi pencurian dengan
kekerasan.Dengandemikianunsur-unsurnyadikatakan
samadenganPasal362KUHPidana
ditambahkanunsurkekerasanatau ancamankekerasan.
Adapununsur-unsurtindakpidana
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pencuriandengankekerasan
padaPasal365KUHPidanainisamadenganyangdipunyaiolehPasal
362KUHPidanadengantambahanunsur-unsur sebagaiberikut:
Pasal365ayat(1) KUHPidana:
1. Pencurian,yang:
2. Didahuluiatau disertaiataudiikuti
3. Kekerasanatauancamankekerasan
4. Terhadap orang
5. Dilakukandengan maksuduntuk:
a. Mempersiapkan atau
b. Memudahkanatau
c. Dalamhal tertangkaptangan
d. Untukmemungkinkanmelarikandiribagidirinyaataupeserta lain
e. Untuktetapmenguasai barangyangdi curi.
Pasal365ayat(2)
52
1. Unsur-unsurnyasama dengan ayat(1) di atas, hanya
ditambahkan unsur:
a. Waktumalam
b. dalamsebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya,
c. di jalanumum,
d. dalamkeretaapi yangsedangberjalan.
e. Ditambahunsur subjekpelaku,duaorangataulebih
f.  Ditambahunsurmembongkar,memanjat,memakaikuncipalsu,
perintahpalsu,jabatanpalsu.
g. Unsurmengakibatkanlukaberat padakorban.
2. Dilakukan olehduaorangataulebihsecara bersama-sama
3. DalamketentuanPasaltersebutdiaturpencurianyangdidahului,
disertai atau diikuti kekerasan atau ancamankekerasandengan
maksuduntuk mempersiapkan dansebagainyadimana
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masuknya ketempatkejahatanatauuntuksampai pada barang
yangakandi ambilnyadilakukan
dengancaramembongkar,merusak,atau memanjat
ataudenganmemakai anakkuncipalsu,perintahpalsu
atauseragam palsu
Pasal365ayat(3):
Di tambahkandengan unsur diatas yaitu ditambahkan unsur
matinya orangakibatperbuatanitu.
Pasal365ayat(4):
Ditambahunsurlukaberatataumatikarenadilakukanolehduaoran
g ataulebih.
DalamPasal89KUHPidana menyamakandenganmelakukan
kekerasanyakniperbuatan membuat orangdalamkeadaan pingsan
atau tidakberdaya.Kekerasanatauancamankekerasanseperti yang
dimaksudkandi atas harusditujukankepadaorang-
orang,tetapitidaklah
perlubahwaorangtersebutmerupakanpemilikdaribendayangakandic
uri atautelahdicuri.Sedang pengertian tidak berdayaartinyatidak
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mempunyaikekuatanatau tenagasama sekali, sehinggatidak
mengadakanperlawanansedikitpun.Orang yang tidak berdayaitu
masih dapatsadar terhadapapayangterjadi atas
dirinya.Adapunpendapat para ahli mengenai kekerasanyaitu:
Simons, dapatdimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni
setiappemakaiantenaga badanyangtidakterlaluringan.42
S.R.Sianturi, kekerasan adalah  setiap perbuatan dengan
menggunakan tenagaterhadap orang atau barang yang dapat
mendatangkan kerugianbagisiterancamatau mengagetkan yang
dikerasi.43
R.Soesilo, melakukankekerasan artinya, mempergunakantenaga
ataukekuatanjasmanitidakkecilsecara tidaksyahmisalnya memukul
dengantangan ataudengansegala macamsenjata,
menyepak,menendangdanlainsebaginya.44
Jadipadadasarnyakekerasanatauancamankekerasantersebutharusditujukankepadaorang,buk
anpada bendaataupunbarangyang dapat  dilakukan  sebelumnya  atau  sesudah  pencurian
itu  dilakukan, apabilatujuanuntuk menyiapkan, memudahkanpencurian,danjika
tertangkaptangan ada kesempatanbagi dirinyaataukawannyayang turut melakukanuntuk
melarikandiriataubarangyang dicuritetapadadi tangannya.
Kekerasanituterbagai atasduabentukyaitukekerasanfisik dan kekerasan
psikis.Kekerasanfisik adalahkekerasan yang  terjadipada tubuh ataujasmani
seseorang.Kekerasanfisik di siniterbagi atas dua, kekerasan fisiklangsung
42 Lamintang, OP.Cit, hlm. 58
43 S.R. Sianturi, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni Patehean,
Jakarta
44 R. Soesilo, 1996, KUHP dan Komentar-komentarnya lengkap, Politea, Bogor
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dankekerasan fisiktidaklangsung.Kekerasan fisiklangsung apabilaadarelasi
antarasubjek,objekdantindakan, misalnyapemukulan, percakapan,penikaman,
dll.Sementarakekerasan fisik tidaklangsung adalah kekerasan dimana
tindakan pelaku tidak langsungkepadakorban,misalnyamemukulmeja,
membantingkursi, dll.Kekerasan psikisataukekerasankekerasan psikologi
adalah kekerasanyang terjadi padamental ataurohanikorban, misalkan
ancaman,intimidasi,kebohongan, dll.
Pencuriandengankekerasanadalahpencurianyangdilakukan dengan
kekerasan baik kekersan itu terjadi sebelum  maupun sesaat  setelah pelaku
melakukanaksinya,tidakpenting apakah pencurianitu dilakukan
dengankekertsanfifik langsungatautidaklangsung ataupunkekerasan psikis,
yang terpenting adalah pencurian itu pelaku membuat orang ‘disekitarnya’
tidak berdayaterhadapnya.
Dari rumusan Pasal  365 KUHPidana   diatas maka   dapat disimpulkan
dua unsur   pokok yang   penting yaitu  pencurian dan
kekerasan/ancamankekerasan.
E. Tinjauan Umum Tentang Anak
1. Pengertian Anak
Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali
berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah
diperoleh sebelumnya (Pasal 1 Convention on the Rights of the Child).
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 1
Undang-undang No.23 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 35
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tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun
2002 tentang Perlindungan Anak). Anak yang berkonflik dengan
hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan
tindak pidana (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang No. 11 tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)45.
Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana,
dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 butir 2 Undang-
Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara
wajar baik fisik,mental, spritual maupun sosial (Pasal 1 butir 6
Undang-undang No.23 tahun 2002). Anak yang menyendang cacat
adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental
sehingga menganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara
wajar (Pasal 1 butir 7). Anak yang memilki keunggulan adalah anak
yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan
atau bakat istimewa. Anak angkat adalah yang haknya dialihkan dari
lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, waki yang sah atau orang
lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan
membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua
45Abdussalam,2016,Hukum Perlindungan Anak,PTIK,Jakarta,Hlm.5-6
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angkatnya berdasarkan putusan atas penetapan pengadilan (Pasal 1
butir 9 Undang-undang No.23 tahun 2002). Anak asuh adalah anak
yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan
bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan. Hak
anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,
dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,
pemerintah dan negara.
2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana
Ada beberapa istilah yang digunakan oleh Undang-Undang
untuk menyebutkan anak sebagai pelaku tindak pidana.Dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
digunakan istilah “Anak Nakal”. Anak Nakal adalah:
a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi
anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun
menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam
masyarakat yang bersangkutan.46
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menggunakan istilah “Anak
46Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
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yang Berkonflik dengan Hukum”, yang selanjutnya disebut Anak
adalah“anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak
pidana”.47
3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Perlindungan hukum terhadap anak pada hakikatnya
menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-
undangan. Kebijaksanaan, usaha, dan kegiatan yang menjamin
terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan
atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang
rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-
anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan
perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.
Arif Gositamengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah
“hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-
benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.”48
Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
47Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
48 Arif Gosita, 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 53.
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Perlindungan Anak, yang dimaksudkan dengan perlindungan anak
adalah:
“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-
haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”.49
Usaha perlindungan anak merupakan usaha bersama untuk
melindungi anak agar tetap dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya.
Walaupun seorang anak sedang berhadapan dengan hukum,
baik kepada anak yang dituduh, dituntut, atau dinyatakan telah
melanggar hukum pidana, maupun sebagai korban tindak pidana,
berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Pelindungan Anak, pemerintah, pemerintah daerah dan
lembaga negara lainnya berkewajiban untuk memperhatikan aspek
perlindungan terhadap diri anak.
49Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
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Apabila perlu diambil atau ditempuh tindakan-tindakan terhadap
anak tanpa melalui proses peradilan harus ditetapkan bahwa hak-
hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya
dihormati. Bahkan, putusan terhadap anak (antara lain pembinaan,
bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan,
serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin bahwa
anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan
kesejahteraannya dan seimbang dengan keadaan lingkungan
mereka serta pelanggaran yang dilakukan.50
F. Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak
1. Sanksi Pidana
Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak sebagai
pelaku tindak pidana menurut ketentuan Pasal 71 Undang-undang
Nomor 11 tahun 2012 berupa:
1. Pidana pokok bagi anak terdiri dari
a. Pidana peringatan
Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak
mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
b. Pidana dengan syarat:
1. Pembinaan di luar lembaga
50 Maidin Gultom, op.cit., hlm. 42.
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Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
1. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang
dilakukan oleh pejabat pembina;
2. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
3. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
2. Pelayanan masyarakat
Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang
dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan
kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif
3. pengawasan
Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling
singkat 3 (tiga) bulan paling lama 2 (dua) tahun.
c. Pelatihan kerja
Pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan paling lama 1
(satu) tahun.
d. Pembinaan dalam lembaga
Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan
dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
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b. Pemenuhan kewajiban adat
3. Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara
dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan
martabat anak
5. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah
Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak diatur dalam Pasal 81
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah:
1) Anak yang dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu
perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
3) Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilaksanakan sampai
anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
4) Anak yang telah menjalani ½ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di
Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan berkelakuan baik berhak
mendapatkan pembebasan bersyarat.
5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir
6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang
diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana
yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
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2. Sanksi Tindakan
Dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Pidana Peradilan Anak
Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
1. pengembalian kepada orangtua
2. penyerahan kepada seseorang
3. perawatan di rumah sakit jiwa
4. perawaran di LPKS
Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 TentangSistem
Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:
1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan
Keadilan Restoratif.
2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini
b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan
peradilan umum
c.Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau
pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan
dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
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3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.
Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menyebutkan dalam hal Anak belum berumur 12 (dua
belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik,
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil
keputusan untuk:
a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali;
b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan,
dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi
yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat
pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
G. Pertimbangan Pidana Anak dalam Menjatuhkan Putusan
Pidana di Pengadilan
Pemisahan sidang anak dan sudang yang mengadili
perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa
memang mutlak adanya, kaerna dengan dicampurnya perkara
yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan
menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain,
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pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan
pidana dan perlakuannya
Sejak adanya sangkaaan atau diadakan penyikdika
sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan
tersebut.Anak harus didampingi oleh petugas social yang
membuat Case Study tentang anak dalam siding.
Pembatan laporan social yang dilakukan oleh social
worker ini merpuakan yang terpenting dalam siding anak, yang
sudah berjalan ialah pembuatan case study oleh petugas
BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak).
Adapun yang tercantum dalam Case Study ialah
gambaran keadaan si anak, berupa :
1) Masalah sosialnya;
2) Kepribadiannya;
3) Latar belakang kehidupannya, misalnya:
- Riwayat sejak kecil;
- Pergaulannya di luar dan di dalam rumah;
- Keadaan rumah tangga si anak;
- Hubungan antara Bapak, Ibu dan si anak;
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- Hubungan si anak dengan keluarganya, dan
lain-lain;
- Latar bellakang saat dilakukannya tindak
pidana tersebut.
Semua itu didapat dari keterangan si anak sendiri,
orangtuanya, lingkungan sekitarnya (guru,RT/RW dan lurah
setempat). Dalam mengumpulkan bahan-bahan Case Study ini
petugas BISPA tidak kenal lelah, mereka mendatangi rumah-
rumah orangtua si anak di pelosok-pelosok daerah, namun
kekurangan tenaga dan sarana untuk mencapai tujuan yang
diharapkan merupakan masalah yang perlu di atasi. Oleh
karena itu, diharapkan lembaga-lembaga social dan semua
lapisan masyarakat ikut pula membantu terlaksananya
pembuatan Case Study ini demi hari depan si anak
Case Study ini sangat besar pegaruhnya terhadap
perkembangan anak di kemudian hari, karena di dalam
memutuskan perkara anak dengan melihat case study dapat
dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi).
Sedangkan apabila hakim yang memutus perkara tidak dibantu
dengan pembuatan Case Study, maka hakim tidak akan
mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim
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hanya bolej bertemu terbatasa dalam ruang siding yang hanya
memakan waktu beberapa jam saja dan biasanya dalam Case
Study petugas BISPA menyarankan pada hakim tindakan-
tindakan yang sebaiknya diambil pleh para hakim guna
kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan anak.
Demikianlah walaupun Case study ini tidak mengikat
hakim, namun ia merupakan alat pertimbangan yang mau tidak
mau wajib diperhatikan oleh Hakim, sehingga menjadi pedoman
bagi hakim dalam memutus perkara pidana anak di muka siding
pengadilan.
Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-
anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian
khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan Hakim
tersebut harus mengutmakan pada pemberian bimbingan
edukatif terhadap anak-anak, di samping tindakan yang bersifat
menghukum.
Case study ini dapat menentukan hukuman manaka
yang sebaiknya bagi si anak, mengingat Hakim dapat memilih
dua kemungkinan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997, yaitu si anak dapat dijatuhi tindakan (bagi anak
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yang masih berumur 8 sampai 12 tahun) atau pidana (bagi anak
yang telah berumur di atas 12 sampai 18 tahun), yang
ditentukan dalam undang-undang tersebut.
Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada si anak
ditentukan dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 3 tahun
1997, yaitu :
a. Si anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orangtua
asuh; putusan demikian dapat dipertimbanggkan, bilaman
pengadilan melihat dan meyakini kehidupann di lingkungan
keluarga itu daoat membantu si anak agar tidak algi
melakukan perbuatan pidana.
b. Si anak akan diserahlkan kepada Negara untuk mengikuti
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
Bilamana keadaan lingkungan keluarha tidak memberi
jaminan dapat membantu si anak dalam perbaikan dan
pembinaanya.
Misal: Orangtua tidak memberi contoh yang baik (cerai,
kumpul kebo, dan lain-lain) maka pilihan yang tepat ialah
menjadikan ia Anak Negara
c. Si anak diserahkan kepada Departemen Sosial, atau
Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
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Bilamana keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik
dan membina si anak kea rah yang lebih baaik, sehingga si
anak tidak melakukan perbuatan pidana lagi.
Ada pun pidana yang dapat dijatuhkan kepada si anak
terdapat dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok
meliputi :
1) Pidana penjara,
2) Pidana kurungan,
3) Pidana denda, dan
4) Pidana pengawasan.
Ada pun pidana tambahan berupa perampasan barang-
barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
Dalam hal hakim memutus untuk memberikan pidana
pada anak, maka ada tiga hal yag perlu diperhatikan:
a. Sifat kejahatan yang dijalankan,
b. Perkembangan jiwa si anak,
c. Tempat di mana ia harus menjalankan hukumannya.
Sebagai contoh:
A (anak di bawah umur)melakukan kejahatan pencurian.
Si anak sudah ditahan beberapa bulan. Menurut Hakim
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yang memeriksa sejalan dengan hukum, anak dijatuhi
hukuman sama dengan lamanya ia ditahan, namun
berdasarkan Case Study ternyata orangtua si anak tidak
diketahui di mana tempat tinggalnya dan ia sering
melakukan homoseksual dengan bangsa asing. Melihat
hal yang demikian, maka Hakim membatalkan niatnya
untuk melepas si anak, kemudian Hakim memerintahkan
agar si anak diserahkan kepada Negara dengan harapan
si anak :
1) Mendapat didikan yang baik,
2) Dapat diobati penyakitnya
3) Dappat mengurangi kesempatan untuk terulangnya
penyakit tersebut,
4) Tidak menulari anak-anak di empati ia tinggal semula.
Perlu mendapat perhatian pula adalah masalah tempat
penahanan dan perlakuannya dalam hal adanya alas an yang
sangat mendasar selama pemeriksaan perkara si anak harus
ditahan, yaitu :
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1. Sebaiknya anak ditahan dalam tahaan khusus untuk
anak atau di dalam lembaga social, tidak disatukan
dengan orang dewasa.
2. Sambil menunggu kasusnya disidangkan, anak
sedapat munkgkin dibutuhi kebutuhannya baik
materiel maupun moril, yang berupa pelajaran dan
latihan-latihan kerja serta diberi pengertian agar anak
dapat menghayati arti dan tujuan tindakan-tindakan
yang dijatuhkan kepadanya sehingga tumbuh
kesadaran atas perbuatan yang dilakukan.
3. Orangtua/walinya harus ditunjukan akan kekuranga
dan kesalahannya dalam melaksanakan
kewajibannya terhadap anak yang kemudian
disadarkan.
Usaha ini dilakukan oleh petugas social (sosial
worker) atau BISPA (Bimbingan Kemasyarkatan dan
Pngentasan Anak).51
51 Dr. Wagiati Soetedjo, SH MS, Hukum Pidana Anak, Bandung, , 2013.hlm 43-45
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang penulis pilih dalam  melakukan
pengumpulan data guna menunjang penelitian ini adalah
di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Alasan
dipilihnya yakni karena lokasi tersebut pernah
menangani beberapa perkara tindak pidana pencurian
dengan kekerasan secara bersama-sama yang
dilakukan oleh anak.
B. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam  penelitian ini dibagi
dalam dua jenis yaitu:
a. Data primer, yaitu data diperoleh secara langsung
dari sumbernya mengenai  masalah-masalah yang
menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan
narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan
kompetensi dengan permasalahan yang ada.
b. Data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh
melalui studi pustaka berupa buku-buku, dokumen,
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berkas perkara, karya ilmiah lain-lain yang berkaitan
dengan masalah yang  diteliti.
C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-
data dilakukan dengan dua cara yakni:
1. Penelitian kepustakaan (library research) penelitian
dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca,
dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen,
peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan
literatur-litetatur lain yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti.
2. Penelitian lapangan (field research) penelitian ini
dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi
penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung.
Metode ini menempuh dua cara yaitu:
a. Wawancara (interview), yakni penulis
mengadakan tanya jawab dengan  pihak-pihak
yang terkait langsung dengan masalah yang
dibahas seperti hakim dan jaksa yang
menangani kasus tersebut (kasus yang diangkat
menjadi judul skripsi)
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b. Studi Dokumentasi, yakni penulis mengambil data
dengan megamati dokumen-dokumen dan arsip-
arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait
dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar.
D. Teknik Analisis Data
Semua data yang dikumpulkan baik data primer
maupun data sekunder akan dianalisis seacara kualitatif
yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan
kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan
dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan
secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan
mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang
terkait dengan penulisan skripsi ini.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penerap Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Pencuria pencurian
dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak (studi kasus Putusan No. 176/Pid.
Sus-Anak/2016/PN.Mks) ?
1. POSISI KASUS
Bahwa ia anak BENHARD IMANUEL LIMBONGAN bersama Lel Angger (dala
berkas perkara terpisah), Lel firman, Lel Aditya, Lel Muh Zahdil ls Iyong (Alm),
Lel Willy (DPO), Lel Dwiki (DPO) dan Lel ODI (DPO), pada hari sabtu tanggal 11
juni 2016, bertempat di jalan Meranti Kec. Panakukang Kota Makassar
tempatnya di warkop station atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil barang sesuatu
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban atau orang lain selain
anak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului,
disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekrasan untuk
memberikan barang sesuatu, degan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk
memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap
menguasai barang yang di curi , yang di lakukan bersama-sama dua orang atau
lebih. Perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara sebagai beriku :
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-Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 juni 2016 sekitar pukul 19.30 wita
anak bersama dengan Lel.ADHITYA, Lel. ODI (DPO) dan Lel. IYONG (Alm),
Lel.WLLY (DPO), Lel. DWIKY (DPO), Lel.ODI (DPO), bertemu di Jl.Hertasning di
perumahan Minasa upa yang kemudian kami berangkat menuju jl.kancil untuk
mencari Lel.FIRMAN di mana pada saat kami beragkat kami berangkat
menggunakan  3 (tiga) unit sepeda Motor dengan posisi anak membonceng Lel
Angger dan Lel.DWIKI (DPO) membonceng Lel.ADITYA  dan Lel.WILI dan
Sdr.ODI (DPO) membonceng  Lel.MUH.ZAHDIL Alias IYONG (Almarhum) dan
dan setelah sampai di rumah Lel. FIRMAN kami pun menuju Jl.TODOPULI di
mana saat itu Lel FIRMAN di bonceng oleh Lel.ODI dan kemudian kami singgah
di pertamina jl.Racing Center untuk mengisi bahan bakar hingga kami pun
kembali menukar posisi kami dengan posisi anak membonceng Lel.ANGGER
dan Lel.WILI dan Lel.DWIKI (DPO) MEMBONCENG Lel.ADITYA dan Lel.ODI
(DPO) sedangkan Lel.FIRMAN membonceng Lel.MUH.ZAHDIL Alias IYONG
(Alm) hingga kami pun melanjutkan perjalanan menuju Jl.TODOPULI namun
pada saat berada di depan Warkop Station Lel.MUH.ZAHDIL alias IYONG (ALM)
meminta untuk berhenti yang kemudian Lel.MUH.ZAHDIL Alias IYONG (Alm),
menyampaikan agar 4 (empat) orang menunggu di luar sambil menunggu
keadaan dan empat orang lagi masuk kedalam hingga saat iu Lel. Angger
bersama Lel.MUH.ZAHDIL Alias IYONG (Alm), Lel.ODI (DPO) dan Lel.WILI
(DPO) masuk ke dalam warkop station yang kemudian menghampiri pengunjung
warkop sambil Lel. ANGGER membentangkan busur ke arah pengunjung dan
Lel.MUH.ZAHDIL Alias IYONG (Alm) mengambil handphone merek iphone
77
warna hitam di atas meja milik sala satu pengunjung Warkop station dan
Lel.WILI (DPO) berjalan di dalam warkop sambil memantau keadaan dalam
warkop dan Lel ODI (DPO) juga mengambil 1 (satu) unit handphone Blacberry
warna hitam dan stelah berhasil mengambil barang milik korban tersebut
Lel.ANGGER bersama dengan Lel.MUH.ZAHDIL Alias IYONG (Alm), Lel ODI
(DPO) dan Lel.WILLY (DPO) langsung keluar warkop menuju sepeda motor
yang kami gunakan dimana anak dan Lel.FIRMAN ,ADITYA, serta DIWIKI telah
menunggu di luar dimana anak yang mengemudikan sepeda motor Honda beat
dan DIWIKI yang yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna
hitam sedangkan Lel FIRMAN yang mengemudikan sepeda motor Yamaha mio
warna hitam dan ADITYA dan setelah berhasil melakukan pencurian tersebut
Anak membonceng ANGGER dan WILI dan DWIKI (DPO) membonceng ADITYA
dan ODI (DPO) sedangkan FIRMAN mrmbonceng Lel.MUH.ZAHDIL Alias
IYONG (Almarhum).
- Bahwa anak bersama Lel.Angger (dalam berkas perkara terpisah), Lel Firman,
Lel Muh Zahdil Als Iyong (Alm), Lel Willy (DPO), Lel Dwiki (DPO) DAN Lel ODI
(DPO) mengambil brang milik saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut menyebabkan saksi korban George
James dan
Saksi Korban Ihwan Basri mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,-(tujuh juta
rupiah)
Atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua lima puluh rupiah).
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
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Dakwaan disusun dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta
perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. Surat
dakwaan yang disusun harus memenuhi persyaratan baik formil maupun materill,
sesuai dengan bunyi Pasal 143 Ayat (2) huruf a KUHAP disebutkan bahwa
syarat formil surat dakwaan meliputi:
a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum
pembuat surat dakwaan;
b. Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang
meliputi: nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama
dan pekerjaan;
Adapun syarat-syarat materil surat dakwaan adalah tentang
(1) Tindak pidana yang dilakukan;
(2) Siapa yang melakukan tindak pidana
(3) Dimana tindak pidana dilakukan
(4) kapan tindak pidana dilakukan
(5) Bagaimana tindak pidana dilakukan
(6) Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materil)
(7) Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut
(delik-delik tertentu)
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(8) Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.
Surat Dakwaan adalah sebuah akta yang di buat oleh penuntut umum yang
berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan
kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya
bisa digunakan oleh Jaksa penuntut umum berdasarkan atas asas oportunitas
yang memberikan hak kepada Jaksa penuntut umum sebagai wakil dari Negara
untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.
Dalam surat dakwaan uraianya harus jelas, maksudnya ialah penuntut
umum Harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana (delik) yang
didakwakan secara jelas dalam arti rumusan unsur-unsur deli harus dapat
dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan
oleh terdakwa.
Dengan kata lain uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal
yang di dakwakan harus dapat di jelaskan atau di gambarakan dalam bentuk
fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan perumusan unsur tindak
pidana secara jelas dapat di cegah terjadinya kekaburan dalam surat dakwaan
(obscuurlibel). Surat dakwaan setidak-tidaknya memuat:
1) unsur tindak pidana yang dilakuan;
2) Fakta dari perbuatan materil yang mendukung setiap unsur delik;
3) Cara perbuatan materil dilakukan .
Selain harus jelas surat dakwaan harus lengkap dimana dalam menyusun
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Surat dakwaan harus di uraikan unsur-unsur tindak pidana yang di rumuskan
Dalam UU secara lengkap dalam arti tidak boleh ada yang tercecer atau terti-
nggal tidak tercantum dalam surat dakwaan. Surat dakwaan harus di buat se-
demikian rupa dimana semua harus diuraikan, baik unsur tindak pidana yang
didakwakan, perbuatan, waktu dan tempat dimana tindak pidana dilakukan
sehingga tidak satupun hal yang luput dari kesalahan dalam rangka usaha
pembuktian di dalam siding pengadilan.
Setalah melihat Putusan Pengadilan Negeri Makassar No 176/Pid.Sus-
Anak/2016/PN.Mks. Dapat disimpulkan bahwa dakwaan yang disusun jaksa
penuntut umum adalah surat dakwaan yang di dalamnya dirumuskan beberapa
tindak pidana secara berlapis dimulai dari detik yang paling berat ancaman
pidananya sampai dengan yang paling rigan. Akan tetapi yang seharusnya
didakwakan terhadap terdakwa dan yang harus di buktikan di depan sidang
pengadilan hanya hanya “satu” dakwaan. Dalam hal ini pembuat dakwaan
bermaksud agar hakim memeriksa secara cermat perkara tersebut. Ini dapat
dilihat dalam susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor
Register Perkara Nomor Register Perkara: No 176/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks,
sebagai berikut:
KESATU
Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 juni 2016 sekitar pukul 19.30 wita
anak bersama dengan Lel.ADHITYA, Lel. ODI (DPO) dan Lel. IYONG (Alm),
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Lel.WLLY (DPO), Lel. DWIKY (DPO), Lel.ODI (DPO), bertemu di Jl.Hertasning di
perumahan Minasa upa yang kemudian kami berangkat menuju jl.kancil untuk
mencari Lel.FIRMAN di mana pada saat kami beragkat kami berangkat
menggunakan  3 (tiga) unit sepeda Motor dengan posisi anak membonceng Lel
Angger dan Lel.DWIKI (DPO) membonceng Lel.ADITYA  dan Lel.WILI dan
Sdr.ODI (DPO) membonceng  Lel.MUH.ZAHDIL Alias IYONG (Almarhum) dan
dan setelah sampai di rumah Lel. FIRMAN kami pun menuju Jl.TODOPULI di
mana saat itu Lel FIRMAN di bonceng oleh Lel.ODI dan kemudian kami singgah
di pertamina jl.Racing Center untuk mengisi bahan bakar hingga kami pun
kembali menukar posisi kami dengan posisi anak membonceng Lel.ANGGER
dan Lel.WILI dan Lel.DWIKI (DPO) MEMBONCENG Lel.ADITYA dan Lel.ODI
(DPO) sedangkan Lel.FIRMAN membonceng Lel.MUH.ZAHDIL Alias IYONG
(Alm) hingga kami pun melanjutkan perjalanan menuju Jl.TODOPULI namun
pada saat berada di depan Warkop Station Lel.MUH.ZAHDIL alias IYONG (ALM)
meminta untuk berhenti yang kemudian Lel.MUH.ZAHDIL Alias IYONG (Alm),
menyampaikan agar 4 (empat) orang menunggu di luar sambil menunggu
keadaan dan empat orang lagi masuk kedalam hingga saat iu Lel. Angger
bersama Lel.MUH.ZAHDIL Alias IYONG (Alm), Lel.ODI (DPO) dan Lel.WILI
(DPO) masuk ke dalam warkop station yang kemudian menghampiri pengunjung
warkop sambil Lel. ANGGER membentangkan busur ke arah pengunjung dan
Lel.MUH.ZAHDIL Alias IYONG (Alm) mengambil handphone merek iphone
warna hitam di atas meja milik sala satu pengunjung Warkop station dan
Lel.WILI (DPO) berjalan di dalam warkop sambil memantau keadaan dalam
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warkop dan Lel ODI (DPO) juga mengambil 1 (satu) unit handphone Blacberry
warna hitam dan stelah berhasil mengambil barang milik korban tersebut
Lel.ANGGER bersama dengan Lel.MUH.ZAHDIL Alias IYONG (Alm), Lel ODI
(DPO) dan Lel.WILLY (DPO) langsung keluar warkop menuju sepeda motor
yang kami gunakan dimana anak dan Lel.FIRMAN ,ADITYA, serta DIWIKI telah
menunggu di luar dimana anak yang mengemudikan sepeda motor Honda beat
dan DIWIKI yang yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna
hitam sedangkan Lel FIRMAN yang mengemudikan sepeda motor Yamaha mio
warna hitam dan ADITYA dan setelah berhasil melakukan pencurian tersebut
Anak membonceng ANGGER dan WILI dan DWIKI (DPO) membonceng ADITYA
dan ODI (DPO) sedangkan FIRMAN mrmbonceng Lel.MUH.ZAHDIL Alias
IYONG (Almarhum).
- Bahwa anak bersama Lel.Angger (dalam berkas perkara terpisah), Lel Firman,
Lel Muh
Zahdil Als Iyong (Alm), Lel Willy (DPO), Lel Dwiki (DPO) DAN Lel ODI (DPO)
mengambil brang milik saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut menyebabkan saksi korban George
James dan
Saksi Korban Ihwan Basri mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,-(tujuh juta
rupiah)
Atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua lima puluh rupiah).
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KEDUA
Bahwa ia anak BENHARD IMANUEL LIMBONGAN bersama Lel Angger
(dalam berkas perkara terpisah), Lel Firman, Lel Aditya, Lel Muh Zahdil Als iyong
(Alm), Lel Willy (DPO), Lel Dwiki (DPO) dan Lel ODI (DPO), pada waktu dan
tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan kesatu diatas, anak telah
melakukan pencurian yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan terhadap orang , dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pencurian ,atau dalam hal tertangkap
tangan ,untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk
tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan mana dilakukan oleh anak
dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa anak bersama Lel Angger (dalam berkas perkara terpisah), Lel Firman,
Lel Aditya, Lel Muh Zahdil Als Iyong (Alm), Lel Willy (DPO) , Lel Dwiki (DPO) dan
mendatangi warkop station dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi
anak membonceng Lelan Lel.WIL dan Lel.DWIKI (DPO) membonceng
Lel.ADITYA Dan Lel.ODI (DPO) sedangkan Lel.FIRMAN membonceng
Lel.MUH.ZAHDIL  Alias IYONG (Alm) dan pada saat berada didepan warkop
Station Lel.MUH.ZAHDIL Alias IYONG (Alm) meminta untuk berhenti yang
kemudian Lel.MUH.ZAHDIL Alias IYONG (Alm) menyampaikan agar 4 (empat)
orang menunggu di luar sambil menunggu keadaan dan empat orang lagi masuk
kedalam sehingga saat itu Lel.Angger bersama Lel.MUH.ZAHDIL Alias IYONG
(Alm), Lel ODI (DPO) dan Lel.WILI (DPO) Masuk kedalam warkop station
kemudian menghampiri pengunjung warkop sambil Lel.ANGGER
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membentangkan busur kearah pengunjung dan Lel.MUH,ZAHDIL Alias IYONG
(Alm) mengambil handphone merek Iphone warna hitam di atas meja milik salah
satu pengunjungWarkop station dan Lel.WILI (DPO) berjalan didalam warkop
sambil memantau keadaan dalam warkop  Lel.ODI (DPO) juga mengambil 1
(satu) Unit handphone blackberry warna hitam dan setelah berhasil mengambil
barang milik korban tersebut Lel.ANGGER bersama dengan Lel.MUH.ZAHDIL
Alias IYONG (Alm), Lel.ODI dan Lel.WILLY (DPO) langsung kluarwarkop menuju
sepeda motor yang kami gunakan dimana anak dan Lel.FIRMAN ,ADITIYA, serta
DIWIKI telah menunggu di luar dimana anak yang mengemudikan sepeda motor
Honda beat dan DIWIKI yang mengemudikan motor Yamaha Jupiter MX warna
hitam sedangkan Lel.FIRMAN yang mengemudikan sepeda motor Yamaha mio
warna hitam dan ADITYA dan setelah berhasil melakukan pencurian tersebut
Anak membonceng ANGGER dan WILI dan DWIKI (DPO) membonceng ADITYA
dan ODI (DPO) sedangkan FIRMAN membonceng Lel.MUH.ZAHDIL Alias
IYONG (Alm).
- Bahwa anak bersama Lel ANGGER (dalam berkas perkara terpisah), Lel
FIRMAN, LEL ADITYA, LEL MUH ZAHDIL Als IYONG (Alm), LEL WILLY (DPO),
LEL DWIKI, LEL ODI (DPO)Nmengambil barang milik saksi kirban tanpa seijin
dari pemiliknya.
- Bahwa aibat perbuatan anak tersebut menyebabkan saksi korban George
James dan saksi korban iwan Basri mengaami kerugian sekitar Rp.7.000.000,-
(tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh
rupiah).
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3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
Tuntutan Pidanan Penuntut Umum pada tanggal 19 juli 2016 , yang pada
pokoknya mengajukan tuntutan sebgai berikut:
1. Menyatakan anak BENHARD IMANUEL LIMBONGAN terbukti
bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekersan”
sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP DALAM
Surat Dakwaan Kesatu Alternatif.
2. Menjatuhakan pidana terhadap anak BENHARD IMANUEL
LIMBONGAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah anak tetap
ditahan:
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Bilah Pisau Stainles
Stell dengan panjang kurang lebih 50 Cm,1 (satu) Buah anak panah
busur lengkap dengan ketapel yang terbuat dari besi,1 (satu)  Buah
CDR Rekaman CCTV , digunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar anak jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana,
supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-
(Dua Ribu Rupiah).
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4. Amar Putusan Hakim
Adapun amar putusan hakim sebagai berikut:
1. Menyatakan Anak BENHARD IMANUEL LIMBONGAN telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“Pencurian dengan kekerasan “;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak tersebut dengan pidana pembinaan
dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Makassar
selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahan Anak segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bilah pisau stainless stell dengan panjang kurang lebih 50
cm.
- 1 (satu) buah anak panah busur lengkap dengan ketapel yang
Terbuat dari besi.
- 1 (satu) buah CDR rekaman CCTV.
Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Firman
Adriansyah Bin Taufan Adriansyah dan Cahyo Adhitya Pratama Bin
Edy Surjanto.
5.  Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);
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5. Analisis Penulis
Berhasilnya suatu proses penegakan hukum sangat bergantung pada
penerapan hukum pidana, dimana peran penegak hukum salah satunya yaitu
bagaimana peran penegak hukum dalam menggunakan dalam kehidupan nyata.
Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan pidana dalam sidang
pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang berisi tuntutan penuntut umum
terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikinya, seseorang Jaksa Penuntut Umum harus
membuat surat dakwaan dan tuntutan yang membuat terdakwa tidak dapat lolos dari
jeratan hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari
apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seseorang terdakwa hanya dapat
dijatuhkan hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa terdakwa telah
melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan jaksa dalam surat dakwaanya.
Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini mengenai pencurian dengan
kekerasan oleh anak secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa I Benhard
Imanuel Limbongan II Angger III Firman IV Aditya X Zahdil XI Willy dan Terdakwa XII
Dwiki. Dalam kasus ini, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara teknis telah
memenuhi syarat formil surat dakwaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 143 ayat (2)
KUHAP, yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum serta
identitas lengkap dari terdakwa. Selain itu juga, surat dakwaan harus memuat uraian
secara format, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan
menyebut waktu dan tempat pidana itu dilakukan.
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Hakim dalam memeriksa perkara ini, berusaha mencari dan
membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam
persidangan serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan
Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan diatas maka
dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan baik hukum formil maupun hukum
pidana materil dan syarat dipidananya seorang terdakwa.
Dalam hasil penelitian diketahui bahwa hakim tidak dapat menyimpang
dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat
dijatuhkan hukuman karena terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang
disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya. Upaya pembuktian
didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang menjelaskan bahwa Hakim tidak
boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis berpendapat bahwa
penerapan hukum pidana oleh Hakim Tunggal R.Bernadette Samosir S.H dalam
perkara pencurian disertai kekerasan oleh anak secara bersama-sama dengan Nomor
176/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks yakni dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sudah
tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Benhard Imanuel
Limbongan II Angger III Firman IV Aditya X Zahdil XI Willy dan Terdakwa XII Dwiki
memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan yang dapat dipidana.
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B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Oleh Anak Secara Bersama-
Sama dalam Putusan No. 176/Pid.Sus-Anak/2016/Pn.Mks
1. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman
pidana tindak pidana pencurian dengan dengan kekerasan oleh anak secara
bersama-sama dalam putusan No. 176/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mks,
berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim memeriksa dan menjatuhkan putusan
berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca surat dakwaan
tersebut, maka hakim belum bisa menjatuhkan putusan karena hakim belum bisa
memastikan terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tanpa
berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis. Hal-hal yang menjadi
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara
No.176/PidSus-Anak/2016/PN.Mks sebagai berikut.
a. Menimbang, bahwa anak oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan
Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu: Pasal 365 ayat (2)Ke-2
KUHPidana, kedua: Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;
b. Menimban, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan pidana
sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar
Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka hakim berpendapat
bahwa perbuatan pidana yang dilakukan anak telah terbukti secara sah
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dan meyakinkan melanggar dakwaan tersebut sehingga harus dinyatakan
bersalah;
c. Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal ini hakim sependapat
dengan Jaksa Penunut Umum terhadap kesalahan anak, kecuali terhadap
ancaman pidananya;
d. Menimbang, bahwa oleh karena anak telah terbukti bersalah maka ia
harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan selama sidang
berlangsung hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat
menghilangkan sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan
pembenaran maupun alasan pemaaf;
e. Menimbang, bahwa oleh karena hakim berpendapat bahwa anak telah
terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan
oleh Penuntut Umum tersebut maka berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke 2
KUHPidana anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan
kesalahannya;
f. Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah laporan
penelitian kemesyakatan dari BAPAS Makassar yang pada pokonya klien
dapat diberi tindakan diarahkan ke Lembaga Kemasyarakatan Khusus
Anak (LPKA) agar klien tidak berbaur dengan tahanan orang dewasa dan
permohonan dari kedua orang tua anak yang mohon agar anak
dikembalikan kepada mereka selaku orang tuanya;
g. Menimbang, bahwa terhadap laporan dari BAPAS Makassar dan
permohonan dari orang tua anak sebagaimana tersebut diatas, maka
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dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar sependapat denga BAPAS
Makassar dengan pertimbangan ancaman pidana terhadap anak adalah
maksimal 7(tujuh) tahun penjara karena didakwa dengan Pasal 365 ayat
(2) ke-2 KUHP, yaitu pencurian dengan kekerasan;
h. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka Pengadilan
Negeri Makassar akan menjatuhkan pidana atau hukuman sebagimana
nanti disebut dalam amar putusan ini;
i. Menimbang, bahwa karena anak berada dalam tahanan sesuai dengan
ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 KUH Pidana, maka
lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak haruslah
dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh
anak tersebut;
j. Menimbang, bahwa karena anak ditahan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2)
Huruf b KUHAP jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, hakim mempunyai cukup
alasan untuk menetapkan supaya anak tetap berada dalam tahanan;
k. Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana, maka anak harus juga dibebani
pembayaran biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar
putusan perkara ini;
l. Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman pidana perluh
memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan
meringankan dari anak sebagaimana ditentutakan dalam Pasal 197 ayat
(1) huruf f KUHAP;
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Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan anak dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan mengakibatkan korban luka;
Hal-hal yang meringankan:
- Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak masih mau melanjutkan pendidikan;
2. Putusan Hakim
Berdasarkan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 365 ayat (2)
ke-2 KUHP maka Hakim Tunggal R. Bernadette Samosir S.H. selanjutnya
berkesimpulan bahwa terdakwa Benhard Imanuel Limbongan terbukti secara sah
dan meyakinka bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
yang dilakukan secara bersama-sama yang didakwakan kepadanya yang dibuat
oleh Penuntut Umum.
3. Analisis Penulis
Konsekuensi dengan adanya hukum adalah keputusan hakim harus
mencerminkan keadilan, akan tetapi persolan keadilan tidak akan berhenti
dengan pertimbangan hukum semata-mata, melainkan persoalan keadilan
biasanya dihubungkan dengan kepentingan individu para pencari keadilan dan
itu berarti keadilan menurut hukum seiring diartikan dengan kemenangan dan
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kekalahan oleh pencari keadilan. Penting kiranya untuk memberikan
pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abtrak, tergantung dari sisi
mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan
hukum dan juga memenuhi rasa keadilan. Suatu proses keadilan berakhir
dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi
pidana ( pemidanaan) dan di dalam putusan itu Majeli Hakim menyatakan
pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi
dasar amar putusannya.
Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat Negara
yang diberi kewenangan untuk memutuskan penjatuhan pidana jika perbuatan
pelaku tindak pidana terbukti secara sah mayakinkan. Dalam upaya pembuat
putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, Hakim harus mempunyai
pertimbangan Yuridis yang terdiri dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum,
keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan Pasal-pasal yang
dilanggar. Adapun pertimbangan Non Yuridis yang terdiri dari latar belakang
perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat
melakukan perbuatan serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang
dilakukan terdakwa.
Berkaitan dengan perkara yang penulis bahas, maka penulis melakukan
wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang
menangani perkara ini, yaitu Hakim R. Bernadette Samosir S.H. pada tanggal 17
Januari 2017 untuk mengetahui apa yang manjadi pertimbangan-pertimbangan
Hakim dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Beliau
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memberikan gambaran secara umum terhadap kasus yang penulis angkat dan
menyatakan bahwa :
“Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari
Pembimbing Kemasyarakatan  sebelum menjatuhkan putusan perkara, dan
dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tersebut tidak dipertimbangkan
dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum. “dampak tidak
dipertimbangkannya Penelitian Kemasyarakatan oleh Hakim dalam Putusannya
adalah batal demi hukum”
Hakim dalam kasus ini bersependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap
kesalahan anak, kecuali terhadap ancaman pidananya. Dalam tuntutan Jaksa
Penuntut Umum Terdakwa  Benhard Imanuel Limbongan dengan pidana penjara
selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan
perintah anak tetap ditahan. Sedangkan putusan Hakim R. Bernadette samosir
S.H adalah menjatuhkan pidana pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan
Sosial Makassar dalam hal ini Lembaga Sosial Marsudi Putra Todopulli
Makassar selama 10 (sepuluh) bulan dan memerintahkan anak segera
dikeluarkan dari tahanan.
Berdasarkan analisis penulis serta wawancara dari sumber yang
berkompeten dalam kasus ini, maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan
hakim dalam  menjatuhkan pidana berupa pidana pembinaan terhadap terdakwa,
sudah tepat. Karena putusan tersebut dapat menjadikan perbaikan dalam hal ini
diri bagi terdakwa yang tergolong masih Anak dan Anak masih mau melanjutkan
pendidikan. Mengingat anak merupakan asset kehidupan berbangsa dan
bernegara maka masih memerlukan bimbingan dan pendidikan serta
kemampuan kerja demi menunujang kehidupannya kelak.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang
telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pencurian
dengan kekerasan secara bersama-sama  menyatakan bahwa Terdakwa
Benhard Imanuel Limbongan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama
sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (20 ke-2 KUHP. Hal ini sesuai
dengan dakwaan jaksa Penuntut Umum dan telah didasarkan fakta-fakta di
persidangan. Serta terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani sehingga
dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
Benhard Imanuel Limbogan dalam kasus ini pencurian dengan kekerasan
secara bersama-sama sudah tepat. Karena putusan tersebut dapat menjadikan
perbaikan dalam hal ini perbaikin diri bagi para terdakwa yang tergolong masih
Anak. Mengingat anak merupakan asset kehidupan berbangsa dan bernegara
maka masih memerlukan bimbingan dan pendidikan serta kemampuan kerja
demi menunjang kehidupannya kelak.
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B. Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi
ini adalah sebagai berikut:
1. Dalam penerapan hukum pidana terhadap delik pencurian dalam hal ini anak
sebagai pelaku, hakim harus mampu memberikan efek yang dapat
menimbulkan perbaikan diri terhadap anak tersebut. Dan juga dapat
memberikan efek bagi terdakwa dalam hal ini anak agar tidak mengulangi
kembali perbuatannya. Serta mampu memberikan efek pencegahan bagi
masyarakat lain agar takut untuk melakukan tindak pidana pencurian.
2. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya tidak hanya berorientasi
kepada pelaku tindak pidana melainkan juga perlu difikirkan sejauh mana
dampak perbuatan pelaku tersebut buat para korban
3. Peranan orang tua harus ditingkatkan, guna membangun moral anak agar tidak
melakukan perbuatan yang tergolong melanggar nilai-nilai kemanusian. Dan
juga peran serta pemerintah dalam hal ini bidang pendidikan agar mampu
mencegah atau menghilangkan fikiran anak untuk berbuat anarkis/onar yang
dapat menganggu ketertiban masyarakat
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